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BUPATI JAYAPURA 
PROVINSI PAPUA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
NOMOR  2  TAHUN 2022 

 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI JAYAPURA, 

Menimbang :  a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat 

ini yaitu adanya Perubahan nilai tanah dengan mengatur 
besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak 

(NPOPTKP); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Jayapura Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

Mengingat : 1. Pasal 18  ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia 

Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969  tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 3684);  

 

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 4884); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia       Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 6573); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4049);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari 
Penjualan secara Lelang dalam  rangka Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4050);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Penetapan Besarnya Nilai Jual Pajak Untuk Penghitungan 
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PBB (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4200); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010  tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah  yang Dipungut Berdasarkan Penetapan 

Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010   Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 5179); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5950); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung 
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6622); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 6); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
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dan 

BUPATI JAYAPURA 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Jayapura Nomor 6) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan angka 5 (lima) dan angka 8 (delapan) Pasal 1 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura. 

3. Bupati adalah Bupati Jayapura. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura. 

5. Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura. 

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jayapura. 

7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri sipil daerah yang diberi 

tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jayapura. 

9. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD. 

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan  usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi social  politik, atau organisasi 
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lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

 

12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 

pertambangan. 

13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 
pedalaman wilayah kabupaten. 

14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 
secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

15. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah 
besaran nilai/harga obyek pajak yang dipergunakan sebagai dasar 
pengenaan pajak. 

16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga 
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 

wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan 
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 
perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

17. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi 
dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

18. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 

orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai satu hak atas 
Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

19. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang 
pribadi atau Badan, yang secara nyata mempunyai satu hak atas Bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang 
dikenakan kewajiban membayar pajak menurut perundang-undangan 

perpajakan. 

20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) 
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 

menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak 

sama dengan tahun kalender. 

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 
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24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data 

subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau  telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

daerah melalui  tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 

yang terutang. 

27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, 

adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak. 

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 

dan tidak ada kredit pajak. 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang  selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 
pajak yang  masih harus dibayar. 

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan tambahan atas jumlah  pajak yang telah ditetapkan. 

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan 
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat 
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan 
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan untuk 
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tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang pajak daerah.  

 

37. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

38. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Jayapura yang diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

39. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan yang meliputi 
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, 

penyitaan dan penyanderaan. 

40. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak. 

41. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak 
yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang 
meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, tahun 
pajak dan bagian tahun pajak. 

 
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 3  

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 3 

(1) Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: 

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan 
seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu 

kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;  

b. jalan tol;  

c. kolam renang;  

d. pagar mewah;  

e. tempat olahraga;  

f. galangan kapal, dermaga;  

g. taman mewah;  

h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan  

i. menara. 

(3) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan adalah obyek pajak yang : 
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a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan;  

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;  

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 
sejenis dengan itu;  

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kampung, dan 
tanah negara yang belum dibebani suatu hak;  

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 
asas perlakuan timbal balik; dan  

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang 
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

(4) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

ditetapkan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 
Wajib Pajak Non Komersial. 

(5) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 
ditetapkan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk setiap 
Wajib Pajak komersial. 

 
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura. 

        
Ditetapkan di Sentani 
pada tanggal, 12 Mei 2022                              
BUPATI JAYAPURA, 

ttd 

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si 
 

Diundangkan di Sentani   
pada tanggal 12 Mei 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,   

  ttd 

                  HANA S. HIKOYABI 
                   
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 2 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA : 2/2022 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 
NOMOR  2  TAHUN 2022 

TENTANG 
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  

 

I.  UMUM 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah 

satu jenis yang telah diserahkan kewenangan (diskresi) pemungutan dan 
pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sejalan dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, jenis pajak ini telah menjadi 
salah satu jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut dan dikelola oleh 

Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai salah satu sumber Pendapatan 
Asli Daerah, sehingga dapat diharapkan untuk dapat memberikan 

kontribusi yang besar dalam penerimaan daerah ini guna membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat 
Kabupaten Jayapura di masa datang. 

Sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah Kabupaten Jayapura sejalan dengan peningkatan kontribusi 
Pajak Daerah setelah jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dimasukkan di dalamnya, maka Pembentukan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jayapura tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan saat ini menjadi sangat penting.  Hal ini sejalan dengan 
kewajiban Pemerintah Daerah  untuk mempersiapkan seluruh komponen 
yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan pemungutan dan pengelolaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur mengenai sistem, mekanisme, 

dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana 
dan menjadi ciri serta corak dalam Peraturan Daerah ini dengan menganut 
sistem official assessment. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih 

memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, 
meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi 

kemajuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, hal ini dimaksudkan 
pula untuk meningkatkan profesionalisme para aparatur perpajakan di 
daerah ini dalam melaksanakan tugasnya, meningkatkan keterbukaan 

administrasi perpajakan daerah, dan meningkatkan kepatuhan sukarela 
para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Melalui penerapan prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian 
hukum, maka arah dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini pada 
dasarnya mengacu pada beberapa kebijakan pokok sebagai berikut:  

a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung 
penerimaan daerah;  

b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi 

masyarakat Wajib Pajak;  
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c.  menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib 
Pajak serta perkembangan di bidang teknologi informasi;  

d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan 
masyarakat Wajib Pajak serta menunjang usaha terciptanya aparat 

perpajakan daerah yang semakin profesional dan bersih.  

e.  menyerderhanakan prosedur administrasi perpajakan daerah;  

f. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan 

pembangunan yang salah satu sumber utamanya adalah dari penerimaan 
pajak daerah.  

Sejalan dengan pelaksanaan pembentuk Peraturan Daerah ini, maka 

diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan penerimaan daerah 
Kabupaten Jayapura seiring dengan semakin meningkatnya kepatuhan 

sukarela para Wajib Pajak di daerah ini dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya dan semakin membaiknya iklim usaha yang mengarah pada 
keadaan yang lebih kondusif dan kompetitif di masa datang. 

 
II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  

Dalam pasal ini memuat pengertian atau istilah yang bersifat teknis dan 
sudah baku dipergunakan di bidang perpajakan daerah yang 

dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan penafsiran dalam 
penerapan pasal demi pasal, sehingga dapat memberikan kemudahan 
dan kelancaran bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan sepenuhnya 

kewajiban perpajakan daerah.  

Pasal 2  

 Cukup jelas.  

Pasal 3  

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan 
bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna 

usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan 
dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. 

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Huruf a  

Cukup jelas.  

Huruf b  

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh 
keuntungan adalah bahwa objek pajak itu digunakan untuk 

melayani kepentingan umum dan bukan untuk mencari 
keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan, 
sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional 
tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
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di bidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara;  

di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit umum, puskesmas;  

di bidang pendidikan, contoh madrasah, pesantren;  

di bidang sosial, contoh: panti asuhan;  

di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi. 

Huruf c  

Cukup jelas.  

Huruf d  

Cukup jelas.  

Huruf e  

Cukup jelas.  

Huruf f  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Cukup jelas.  

Ayat (5)  

Cukup jelas.  

Pasal II 
 Cukup Jelas 
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